@oran Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2016 (Audited)

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1.1

PANCACITA

PEMERINTAH ACEH

BABI
PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan good governance serta taat azas, maka pelaporan keuangan
pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku
kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi,
sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban Gubernur
Aceh kepada DPRA dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat
atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan
operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk
dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah
semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintah
Aceh melainkan untuk melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi
pengawasan DPRA terhadap jalannya pemerintahan.

Pemerintah Aceh selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan
upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan
kegiatan dalam tahun anggaran 2016 untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas
pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
untuk kepentingan masyarakat.
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c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (intergeneration equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode
pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi
yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuanpenyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan Pemerintah Aceh yang secara
spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan
keputusan serta menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Aceh atas sumber daya yang
dipercayakan dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran;

b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi
serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-
undangan;

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan Pemerintah Aceh serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh masing-masing SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Aceh, berkaitan
dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;

f.  Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Aceh, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, beban, belanja, transfer, dana
cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Aceh.

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, Laporan Keuangan
Pemerintah Aceh ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun
Anggaran 2016.

Akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan pada Tahun 2015. Dampak
kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada
Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5912);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 70);

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 62);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 5);
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22
Tahun 2016 tentang Perubahan atas PeraturanGubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014
tentang KebijakanAkuntansi Pemerintah Aceh(Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor
21).

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 90).

1.3  Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

Bab1 Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan,
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan

laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian TargetKinerja APBA

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang
mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja

APBA berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBA, berupa gambaran realisasi

pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.
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Bab IV

BabV

Bab VI

Bab VII

Bab VIII

Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari
penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan
keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi

yang belum diterapkan.

Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Laporan
Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Neraca; dan
Laporan Arus Kas (LAK).

InformasiPentingdanKewajibanKontijensi Serta Upaya-
UpayaTindakLanjutTemuanPemeriksaan yang mempengaruhiLaporanKeuangan

Kewajiban kontijensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum
memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan Pemerintah Aceh
yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih
peristiwa dimasa yang akan datang.

Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuatinformasitentanghal-hal yang
belumdiinformasikandalambagianmanapundarilaporankeuangan,
diantaranyadomisilidanbentukhukumsuatuentitassertayurisdiksitempatentitasterse

butberada; penjelasanmengenaisifatoperasientitasdankegiatanpokoknya;
ketentuanperundang-undangan yang menjadikegiatanoperasionalnya;
penggantianmanajemenpemerintahanselamatahunberjalan;

kesalahanmanajementerdahulu yang telahdikoreksiolehmanajemenbaru;
komitmenataukontijensi yang tidakdapatdisajikanpadaneraca;
penggabunganataupemekaranentitaspadatahunberjalan; dankejadian yang
mempunyaidampaksosial, misalnyaadanyapemogokan yang

harusditanggungpemerintah.

Penutup

Memuaturaianpenutup yang
dapatberupakesimpulanpentingtentanglaporankeuangan.
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